
BUPATI PACITAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR 5 TAHUN 2013 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PACITAN, 

Mcnimbang : a. bahwa untuk memenuhi kctcntuan pasal 185 ayat (4) 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali 
diubah terakhlr dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008, Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
telah menyempumakan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan Keputusan Gubemur 
Jawa Timur Nomor 188/126.K/KPTS/013/2013 tentang 
hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
Pacitan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun A n ^ a r a n 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran A n ^ a r a n Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2014; 

b. bahwa penyempumaan sebagaimsina dimaksud pada huru f 
a dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah tidak bertentangan deng£ui 
kepentingan u m u m dan Peraturan Pemndang-undangan 
yang lebih tinggi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huru f a dan b diatas, pcrlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014. 

Mengingat ; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahim 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pcmbcntukan Dacrah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
2730); 
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ; 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ; 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemcriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 
Sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan 
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4844) ; 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5234); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimplnan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Ral^at Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kal i 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 
47,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712); 
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Negara Nomor 4502 ) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran 
Negara Tahim 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5340) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 
136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 
137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara 
Tahim 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5155); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4578) ; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Pencrapan Standar Pelayanein 
Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585) ; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4857) ; 

2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4588); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4582) ; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4614) ; 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Ral<yat Daerah 
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ; 



26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tsihun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738) ; 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4741); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Paitai Politik (Lembaran Negara 
Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 83 Tahim 2012 (Lembaran Negara 
Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5351); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Ralg^t 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5161); 

3 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5165); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang 
Hibah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 05, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272) ; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kal i terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata 
Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan 
Dana Operasional; 

35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 
tentang Penggunaan Dana B a ^ Hasil Cukai Hasil 
Tembakau dan Sanksi atas penyalahgunaan Alokasi Dana 
Bag^ Hasil Cukai hasU Tembakau sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
20/PMK.07/2009; 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 
- tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 

dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 
Pertanggungjawaban pen^unaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik; 



37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 
tentang Pedoman Penyusiman Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Seri E 
Tahim 2007) sebagaimana telah beberapa kal i diubah 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan 
Nomor 15 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2007 Nomor 11) ; 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 
2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 
2006) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pacitan Nomor 24 Tahun 2007 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 31) ; 

4 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 
Nomor 7) ; 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 
2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada 
PT.Bank Perkreditan Ralqrat Jawa Timur (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 13); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 
2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada 
PDAM Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2007 Nomor 14); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 25 ) ; 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 
2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat 
Dewan Perwakilan Ralq^at Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 26 ) ; 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 
2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 
2007) yang telah beberapakali diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012 
(Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4 ) ; 

-47. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Oi^anisasi Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan 
Tahun 2007 Nomor 28) yang telah beberapakali diubah 



terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan 
Nomor 5 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 
Nomor 5 ) ; 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 
2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan 
Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan 
Tahun 2007 Nomor 29 ) ; 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha 
Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan 
Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2012 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 
Nomor 8 ) ; 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2010 
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT 
Bank Jat im (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 
2010 Nomor 5 ) ; 

5 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2010 
Tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan 
Tahun 2010 Nomor 8 ) ; 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2010 
Tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2010 Nomor 9 ) ; 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahim 
2010 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2010 Nomor 10); 

54. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 
2010 Tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2010 Nomor 11); 

55. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 
2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 12); 

56. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 
2010 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 
13): 

57. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 
2010 Tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2010 Nomor 14); 

58. E*eraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahim 
2010 Tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 15); 

59. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 16 Tahun 
2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 16); 

60. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 
2010 Tentang Retribusi Pen^antian Biaya Cetak Kartu 
Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 18); 
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6 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 
2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir d i Tepi Jalan 
Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 
Nomor 19); 

62. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 
2010 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 
20) : 

63. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 
2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahim 2010 Nomor 
21) ; 

64. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 
2010 Tentang Retribusi Pelayanan Keehatan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 22 ) ; 

65. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran 
Daerah Tahim 2011 Nomor 5 ) ; 

66. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman ber 
Alkhohol (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 
2011 Nomor 8 ) ; 

67. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 
2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan 
Tahun 2011 Nomor 9 ): 

68. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 
2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 
Nomor 10); 

69. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 - 2016 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahim 2011 Nomor 11); 

70. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 
2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran 
Daerah Tahun 2011 Nomor 18) ; 

7 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 
2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam 
Kebakaran (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 19) ; 

72. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 
2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Tahun 
2011 Nomor 20 ) : 

73. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran 
Daerah Tahun 2011 Nomor 21 ) ; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 
2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah 
Tahun 2011 Nomor 22) ; 



75. Peraturan Daerah Kabuaptcn Pacitan Nomor 23 Tahun 
2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hcwan (Lembaran 
Daerah Tahun 2011 Nomor 23 ) ; 

76. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 Tahun 
2011 tentang Retribusi Pelayanan Pcrsampahan/ 
Kebersihan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 23 ) ; 

77. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 
2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 
25 ) ; 

78. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 
2011 tentang Izin G a n ^ u a n (Lembaran Daerah Tahun 
2011 Nomor 26 ) ; 

79. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 
2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 
(Lembaran Daerah Tahim 2011 Nomor27); 

80. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun 
2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah 
Tahun 20HNomor 28). 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PACITAN 
dan 

BUPATI PACITAN 

HEBfUTUSKAN: 
Menetepkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sejumlah 
Rp. 1.113,748.883.524.40 dengan rindan sebagai bcrikut: 

a. Pendapatan Rp.l.073.I94.687.568,90 
b. Belanja Rp. 1.110.748.883.524.40 

Surplus / (I>cfisit) (RP.37.554.195.955.50) 
c. Pembiayaan 

1. Penerimaan Rp. 40.554.195.955.50 
2. Pengeluaran Rp. 3.000.000.000.00 

Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 37.554.195.955.50 
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan Rp. 

Pasal 2 

*''̂ ^~j(i}~¥c ^ky^at n Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dar i : 
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b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 807.131.276.866,92 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp. 198.729.308.544,00 
(2) Pendapatan AsU Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri dari 

jenis Pendapatan: 

a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 14.866.500.000,00 

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 17.133.828.015,00 

c. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah 
yang dipisahkan sejumlah Rp. 4.354.910.857,88 

d. Lain-lain Pendapatan asU Daerah 

yang sah sejumlah Rp. 30.978.863.285,00 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
jenis pendapatan: 

a. DanaBagi HasU sejumlah Rp. 54.518.392.866,92 
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 700.743.024.000,00 

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 51.869.860.000,00 
(4] Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Pendapatan Hibah Rp. 0,00 

b. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 34.650.737.544,00 
c. Dana Penyesuaian Otonomi khusus Rp. 164.078.571.000,00 

Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dar i : 

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 818.456.160.765,36 
b. Belanja Langsung sejximlah Rp. 292.292.722.759,00 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 
dari jenis Belanja: 

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 703.953.995.616,36 

b. Belanja Hibah Rp. 16.788.790.055,00 

c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 7.746.872.302,00 
d. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 2.927.658.792,00 

e. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 85.038.844.000,00 
f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
Belanja: 

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 33.247.580.720,00 
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 142.079.358.761,00 

c. Belanja Modal sejumlah Rp. 116.965.783.278,00 
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Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari: 

a. Penerimaan sejumlah Rp. 40.554.195.955,50 

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 
Pembiayaan: 
a. SILPA Tahun Anggaran Berkenan Rp. 40.304.195.955,50 

b. Penerimaan Piutang squmlah Rp. 250.000.000,00 
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jenis 

Pembiayaan Penyertaan Modal (investasi) Daerah sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah in i , terdiri d a r i : 

1. Lampiran I 

2. Lampiran I I 

3. Lampiran III 

4. Lampiran 

5. Lampran 

6. Lampriran 

7. Lampiran 

8. Lampiran 

9. Lampiran 

10. Lampiixin 

11. Lampiran 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

XI 

^12.Larnpifan 

Lampi 

XI I 

XIII 

Ringkasan APBD; 

Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan 

Daerah dan Organisasi SKPD ; 

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; 

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ; 

Rekapitulasi Belanja Daerah un tuk keselarasan dan 

keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 

dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ; 

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan ; 

Daftar Piutang Daerah; 

Daftar Penyertaan modal (investasi Daerah) ; 

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 

tetap Daerah ; 

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Ase 

la innya; 

Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya 

yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali 

dalam Tahun Anggaran i n i ; 

Daftar Dana Cadangan Daerah dan 

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 



Pasal 6 

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kabupaten Pacitan dapat melakukan 

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan 

dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(2) Keadan daarurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-

kurangnya memenuhi kriteria sebagai ber ikut : 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktiiltas pemerintah daerah dan 

tidak dapat diprediksi sebelumnya; 

b. tidak diharapkan teijadi secara berulang; 

c. berada diluar kendall dan pengaruh pemerintah daerah; 

d. memiliki dampak yang signiilkan terhadap anggaran dalam rangka 

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 

(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak 

terduga. 

(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan 

cara: 

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja 

program dan kegiatein lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau 

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia. 

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk 

kcpcrluan mendesak. 

(6) Kriteria belanja un tuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) sebagai ber ikut : 

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya 

belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan 

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. 

(7) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan 

darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) terlebih dahulu 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

PasalT 
Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. 
fAHAf ROOTt'NASI 

SKPD FEWKP-^K.-'a 

SltPDTE»Ki(; 
1 
•> 

BAGIAN HUKOM 



Pasal 8 

Peraturan Daerah in i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan Pengundangan Peraturan 

Daerah in i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Pacitan. 

Ditetapkan d i Pacitan 

PadaTanggal 17 - 12 - 2013 

•BUPATI PACITAN 

INDARTATO 


